BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU
PERATURAN BUPATI KAUR
' NOMOR %4 TAHUN 2022
| TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI KAUR NOMOR 69 TAHUN
2016 TENTANG SUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI
'PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KAUR
BUPATI KAUR,

Menimbang : a. bahwa untuk penyelenggarasan Pemerintahan di Daerah
~yang berbasis kinerja, efisien, efektif dan rasional perlu
ditinjau kembali Struktur Organisasi Perangkat Daerah
yang sudah ada;

b...bahwa untuk melaksanakan huruf a perlu dilakukan
+ perubahan terhadap Peraturan Bupati Kaur Nomor 69

Tahun 2016 tentang Susunan Struktur Organisasi
' V Perangkat Daerah Kabupaten Kaur;

€. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kaur

- Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Struktur

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kaur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
‘ Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan

. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma,
dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran
"mmora Pemublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4266);




‘3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

b

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

20 14 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Repubhk

cseiin s

| 4 Indonesm Nomor 5234); |

4 Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemermtahan Daerah (Lembaran Negara Republik
’K | N"""'“"'Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
; . Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimar:‘la
| © telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
| ~Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedlia
A . | atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentar‘lg

] 5 o \

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

s =P LA P B A

3 Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
; Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
| 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1‘8

i o Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
4 é' Repubhk Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
| ;Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5887)
] sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemermtah
" o - Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
- ' Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangk‘at
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
b ‘ Indonesia Nomor 6402); |
6. Peraturar} Pemerintah Republik Indonesia Nomor ‘11

i |
i Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

% m!Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nonior
q4 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
. 7~ Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
i Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan
Zi ‘atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
‘.Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran ‘Nega{ra
; " Republik Indoncéia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); \

;: |
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7. I?eféturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
. Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Ht_lkum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun |

i 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan |
| Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 |
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri |
- Nomor '80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hﬁkum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun |
2018 Nomor 157);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur '

| Tahun 2016 Nomor 237) sebagaimana telah diubah

0 beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah |

Kabupaten Kaur Nomor 02 Tahun 2022 tentang
Perubahan Peraturan Daerah Nomor 14 tentang 1
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten |
Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2022
Nomor 290). \

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KAUR TENTANG PERUBAHAN KE LIMA
ATAS PERATURAN BUPATI KAUR NOMOR 69 TAHUN 2016|
TENTANG SUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT

DAERAH KABUPATEN KAUR. |
' i
Pasal 1 \

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kaur Nomor 69 Tahun 20 16‘

tentang Susunan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kaur
(Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 446), diubah sebagai
berikut :

1. Kententuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: |

Perawpiemse ‘
‘

Pasal 2
Dengan Peraturan. Bupatl ini, dibentuk Susunan Struktur Organisasi Perangkal‘t
Daerah yang terdiri dari:
a. Sekretariat Daerah;
b. . Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; |
c. Inspektorat Daerah; _ |




- Badan Perencanaan Perribangunan Daerah dan Litbang;
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; |
Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
Satuan Polisi Pamong Praja; |
Dinas Sosial;
Dinas Lingkungan Hidup;
] Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayéan
; Perempuan dan Perlindungan Anak; |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
Dinas Pariwisata;
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
Dinas Kesehatan;
Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian;
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
Dinas Pertanian;
Dinas Perikanan;
Dinas.Pember,dayaan Masyarakat dan Desa;
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
Dinas Pemuda dan Olahraga;
Dinas Ketahanan Pangan;
Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
Dinas Perhubungan; )
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
bb. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
| cc. Kecamatan; = i
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dd. Kelurahan.

2. Ketentuan Pa;sal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut : |
| ) o Inspektorat Daerah

i} | P . Pasal 17
*’ (1) Susunan Organisasi Inspektorat Daerah terdiri dari : \
, | a. Inspel&mr; | |
§ b. Sekretariat, membawahi : |
» 1. Sub bagian umum, perencanaan dan keuangan; ‘

2. Sub bagian evaluasi dan pelaporan;
c. Inspektur Pembantu I; \
d. Inspektur Pembantu II;
e. Inspektur Pembantu III; dan
f. Inspektur Pembantu IV. \
g. Kelompok Jabatan Fungsional.




~ (2) Inspektlr Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ‘d e

1 - danf membawahl pejabat fungsional. |

. (3) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana tercaﬁtum
pada Lamplran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati i 1n1 ,

3. Ketentuan Pasal 22 dlubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berlkut
-Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
| Pasal 22

() Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,

terdiri dar1 :
a. Kepéla Badan ‘
b. Sekretafiat, membawahi :

; L 1. sub"bépgian umum dan kepegawaian;

| 2.sub Bagian keuangan;

3.sub bagian perencanaan dan pelaporan.

Bidaﬁg__Pendapatan, membawabhi :

1.sub b_idang pendaftaran, pendataaﬁ dan penetapan;

2. subv {b‘idang pengembangan dan penagihan PAD;

SR R e i e e e
O

3. sub bidang pembinaan, pengendalian dan pengawasan pendapatan.
, \
d. Bidang Perbendaharaan, membawabhi : |

1. sub bidang belanja; \

R e

2. sub bidang pengelolaan kas daerah.
e. Bidang Anggaran, membawahi :
1. sub bidang analisis anggaran;

2. sub bidang perehcanaan anggaran;
3. sub bidang pengendalian anggaran. |
| ‘ f. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahi :
1. sub bidang akuntansi dan evaluasi;
2.sub bidang pelaporan.
g. Bidang Aset, membawabhi :
1. sub bidang perencanaan dan pengadaan aset; ‘ |
2. sub bidang pemanfaatan dan pengamanan aset |
3. sub bidang penatausahaan dan pengendalian aset.
h. Unif .;’ei';—l’{sana Teknis;
i. Kelompuk Jabatan Fungsional.




'(2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan A‘set
Daerah sebagalmana tercantum pada Lampiran II dan merupakan bagian
L't yang tidak terplsahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 dihapus.

! .
§ : '
ekl et

5 Ketentuan Pasal 30, Pasal 31, diubah sehingga berbuny1 sebagai berikut:
Satuan Polisi Pamong Praja
Pasal 30
(1) Susunan 'Oi‘éénisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari :
a. Kepai‘a Satuan;
b. Sekretariat, membawahi :
1. sub bagian umum dan kepegawaian; ‘
2. sub bagian perencanaan dan keuangan.
C. Bidang Pembinaan Masyarakat dan Perlindungan Masyaral%at,
i membawabhi :
1. seksi kewaspadaan dini dan perlindungan masyarakat;
2. seksi bimbingan penyuluhan dan peningkatan sumber da;Lya
manusia.
d. Bidang Kétexftiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, membawahi:
|

1. seksi operasi, pengendalian dan kerjasama;

2. seksi ketertiban umum.

e. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah,

membawahi :

1. seksi penegakan dan pengawasan;

2. seksi hubungan antar lembaga.

(2) Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana
tercantum_ pada Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkaﬁ dari Peraturan Bupati ini.

S \
‘Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
| | Pasal 31

(1) Susunan Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyel‘amat‘an,
terdiri daﬁ’:. }
a. Kepalak Dinas; |

b. Sekretariat, membawahi :

1.sub bagian umum dan kepegawaian;

! 2. sub bagian perencanaan dan keuangan.

A St A s



b L 7. |
c. Bidang Péngcgahan, membawahi :
' 1.seksi peﬁcégahan dan inspeksi;
| 2. seksi pénihgkatan kapasitas aparatur; 1
3. seksi pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha.
d. Bidang Pémadaman dan Penyelamatan, membawahi :
1. seksi pengendali operasional dan komunikasi;
2. seksi vpemadanlfan dan investigasi;
3. seksi penyelamatan dan evakuasi.
e. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi :
1. seksi pengadaan sarana dan prasarana;
2. seksi pémeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana;
L . 3. seksi informasi dan pengolahan data. |
(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
sebagaimana tercantum pada Lampiran IV dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
6. Ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 dihapus

7. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:
| o Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
P Pasal 46
(1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri dari :
a. Kepala Dirias;
b. Sekretariat.,. membawabhi :
1. sub bagian perencanaan, keuangan dan barang milik daerah;
2. sub bagian umum dan kepegawaian;
3. sub. bagian penyelenggaraan tugas pembantuan.
c. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal, membawabhi :
1. seksi kunkulum dan penilaian;
o 2. seksi kéfernbagaan dan sarana prasarana; |
3. seksi pcSerta didik dan pembangunan karakter.
d. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, membawahi :
1. sekgf'"fﬁﬁkulum dan penilaian;
2. seksi i{elembagaan dan sarana prasarana;
3. sekéi péserta didik dan pembangunan karakter. . |
e. Bidang Kebudayaan, membawahi :
‘i 1. seksi cagar budaya dan permuseuman; |
2. seksi'sejarah dan tradisi;

3. seksi kesenian.




N f. Bidang Pembinaan Ketenagaan, membawahi :
1. seksi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini
dan pendidikan nonformal;

2. seksi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar;
3. seksi tenaga kebﬁdayaan.

g. Satuan Pendidikan;

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

i Kelompoktlég;tan Fungsional.

(2) Bagan Struk-t-up- Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
sebagaimana tercantum pada Lampiran V dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

8. ‘Ketentuan Pasal 47, Pasal 48 dan Pasal 49 dihapus.

9. Ketentuan Pasal 50, Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Dinas Pariwisata
Pasal 50

(1) Struktur Organi'sa.si Dinas Pariwisata, terdiri dari :

';é. Kepala Dih_a,s.;”‘ :

b. Sekretariat, membawabhi:

| 1.sub bagian. umum dan kepegawaian;
2. sub bagian‘perencanaan dan keuangan;

c. Bidang Dgéﬁnasi dan Industri Pariwisata, membawahi :
1. seksi pengembangan daya tarik wisata;
2. seksi p‘éﬁéémbangan kawasan pariwisata;
3. seksi ﬁengembangan industri pariwisata.
'd. Bidang Pemésaran Pariwisata, membawahi :
| 1. seksi strategi pemasaran dan brand pariwisata;
2. seksi promosi pariwisata.
3. seksi aset dan analisis data pariwisata
. e. Bidang Ekonomi Kreatif, membawabhi:

1. seksi riset, edukasi, pengembangan SDM dan infrastruktur;
. 2. seksi akses permodalan dan pemasaran;
3. seksi fasilitasi HKI dan hubungan antar lembaga dan wilayah.
‘ f Unit Pelaksana Teknis Dinas;
)g. Kelompok Jabatan Fungsional.




.
‘(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata sebagaimana tercant‘um
. - pada lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Dinas Pemuda dan Olahraga
: 51
(1) Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga, terdiri dari :

a. Kepala Dinas;
. b. Sekretariaf, membawabhi :
1. sub bagiain umum dan kepegawaian;
. 2. sub baglan perencanaan dan keuangan,;

c. Bidang Pelé}{ahan Kepemudaan, membawahi :

1. seksi pemberdayaan pemuda;
2. seksi pengembangan pemuda;
3. seksi inffastruktur dan kemitraan pemuda.

d. Bidang Pémbudayaan Olahraga, membawahi :

1. seksi olahraga pendidikan dan sentra olahraga;
- 2.seksi olahréga rekreasi, tradisional dan layanan khlisus;
N 3. seksi kemitraan dan penghargaan olahraga.
. e. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, membawabhi:
f 1. seksi pembinaan iptek dan tenaga keolahragaan;

2. seksi promosi olahraga dan olahraga prestasi.

3. seksi standarisasi dan infrastruktur olahraga

f. Unit Pelakséna Teknis Dinas;

- g Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) | Bagan Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan sebagaimana tercantum
' pada lampiféh VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
© Peraturan Bupati ini. '

10. Ketentuan Pasal 52 dan Pasal 53 dihapus:

'11. Ketentuan Pasal 77 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
o | Dinas Perikanan
Pasal 77
(1) Struktur Organisasi Dinas Perikanan, terdiri dari:
b. Kepala Dinas;
' c. Sekretariat;

1.sub bagian perencanaan dan keuangan;

2. sub baglan umum dan kepegawaian.




-10 -
d. Bidang Perikanan Budidaya

ot 1. seksi kéxx}asan dan-kesehatan ikan;
| 2. seks_i’liSaha budidaya dan perbenihan;
3. seksi pakan dan obat ikan.
€. Bidanghﬁ"é'fikanan Tangkap
1. seksi pénge]olaan sumber daya ikan;
2. seksi A_ka'pal pé’rikanan dan alat penangkapan ikan;

3. seksi perizinan dan kenelayanan.

f. Bidang Penguatan ‘Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

, 1. seksi pengolahan dan bina mutu;
. 2. seksvi‘ pemasaran;
{" 3. seksi perizinan usaha dan investasi.
| g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
‘ h. Kelompok Jabatan Fungsional.
, é‘, (2) Bagan Strukf:ur Organisasi Dinas Perikanan sebagaimana tercantum pada
_ o lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan (‘iarl
. Peraturan Bupati ini
% 12. Ketentuan Pasal 74, Pasal 75 dan Pasal 76 dihapus.
b .

13. Ketentuan Pasal 82 diubah, sehingga berbuhyi sebagai berikut :

| Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Pasal 82
(1) Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahi :
1. sub bagian umum dan kepegawaian;
( 2. sﬁb bagian perencanaan dan keuangan;
C. Bidahg -Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan,
membaw“ahi :
1. -seksi pengembangan  koleksi dan  pengolahan  bahan
pefpustakaan;
2. seksi layanan, otomasi dan kerjasama perpustakaan;
3. ééksi pelestarian bahan perpustakaan.
d. Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kégemaran
Mergbaéa, membawahi :
L 1. sek“ g#embinaan dan pengembangan tenaga perpustakaan;
| 2. seksi 'f)engembangan pembudayaan kegemaran membaca;

3. séksi"'pembinaan dan pengembangan perpustakaan.
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e. Bidang Kearsipan, membawahi :
1. seksi pengelolaan arsip;
2. seksi pembinaan dan pengawasan kearsipan;
3. seksi akuisisi, pengolahan dan persevasi arsip
f. Unit Pelaksanéi Teknis Dinas;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsiﬁan

i
!

sebagaimana tercantum pada lampiran IX dan merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

14 Ketentuan Pasal 83, Pasal 84 dan Pasal 85 .dihapus.

‘ Pasal 11
| Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan

Bupati ini dengah penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan
pada tanggal 25 fzer 2022

e e

KAUR,

LI

Diundangkan di Bintuhan
pada tanggal 23 rmes 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAUR,

ERSAT\I%FIRI o

i

BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2022 NOMOR /252

!
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